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ABSTRAK 
 
HAMSIATI HASIM, (B111 10 924). Dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Orang 
yang sedang Mabuk” (Studi Kasus Putusan No:15/PID.B/2013/PN.JO), 
Dibawah Bimbingan H. M Imran Arief. selaku Pembimbing I dan Amir 
Ilyas. selaku Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh orang 
yang sedang Mabuk dan mengetahui Pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan sanksi tindakan bagi tindak pidana Pencabulan pada 
putusan No:15/Pid.B/2013/PN.JO. 
 Penelitian dilakukan di Kota Jeneponto khususnya di instansi 
Pengadilan Negeri Jeneponto. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa penellitian pustaka, 
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 
narasumber dari instansi terkait, selanjutnya data yang diperoleh disajikan 
secara deskriptif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan hukum 
pidana dalam putusan No: 15/Pid.B/2013/PN.JO tidak sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang Tindak Pidana 
Pencabulan karena ketentuan Pasal 289 pidana penjara selama-lamanya 
9 (Sembilan) tahun, namun terdakwa hanya dipidana selama 1 (satu) 
tahun. (2) pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh orang yang 
sedang mabuk pada putusan No: 15/Pid.B/2013/PN.JO juga belum 
sesuai, karena ada hal-hal yang memberatkan dalam putusan No: 
15/Pid.B/2013/PN.JO yaitu Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan 
yang sama (Recidive), perlu kiranya Hakim mepertimbangkan berat 
ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Karena salah satu 
pertimbangan pada putusan No: 15/Pid.B/2013/PN.JO dalam 
pertimbangan Hakim ini lebih mengacu dan  mengutamakan perbaikan diri 
terhadap terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah. 
Sebagai Negara yang berkembang Indonesia melaksanakan 
pembangunan diberbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan 
adalah pembangunan di bidang hukum yang sangat diharapakan 
oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik 
Indoneisa adalah Negara hukum. untuk menegakkan Negara 
hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai 
tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Hal ini 
disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam 
melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada 
asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.  
Pekembangan hukum akan selalu berkembang seiring 
dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan  
permasalahan hukum juga akan ikut berkembangan seiring dengan 
perkembangan permasalahan yang terjadi di masayarakat memang 
salah satu sifat dari hukum adalah dinamis.  
Pada aliran sosiologis yang dipelopori oleh Euge, Ehrtich 
dan Max Weber, berpendapat : “Hukum merupakan hasil Interaksi 
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Sosial dengan kehidupan masyarakat hukum adalah gejala 
masyarakat, sesuai dengan perkembangan masyarakat, 
merupakan kaca dari pembangangunan masyarakat.” 
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, 
sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang 
merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan 
yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Hukum  tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum 
merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam 
kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat 
membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. 
Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda 
bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern 
sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.  
Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam 
kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. 
Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan 
dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, 
selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan 
tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk 
memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya 
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kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan 
perkembangan masyarakat.1 
Kejahatan dapat timbul dimana saja dan kapan saja. Bahkan 
dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap 
masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah 
wajar bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan  
menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir 
setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan 
yang menyangkut masalah kriminalitas. 
Berdasarkan informasi berbagai media massa, baik media 
cetak maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas 
menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. 
Berbagai usaha untuk menghapuskan kejahatan ini telah dicoba 
oleh Negara-negara di dunia, namun demikian usaha tersebut 
sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitas 
saja. 
Hukum seharusnya selalu megikuti pekembangan kehidupan 
manusia. Apabila hukum bersifat statis dan tidak mengikuti 
dinamisasi kehidupan manusia maka akan mandul 
pemberlakukannya malahan hukum akan cenderung ditinggalkan 
                                                             
1
Wirjono Prodjodikoro, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 
Jakarta:PT.Refika Aditama, hlm. 15 
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dan tidak berdaya guna ditengah-tengah masyarakat, termasuk 
dalam hal ini hukum pidana. 
Salah satu persoalan yang sering muncul dipermukaan 
dalam kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat  ialah tentang 
tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang yang sedang 
mabuk. Perbuatan manusia yang bersifat “melawan hukum” seperti 
tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang mabuk ini 
dirasakan sangat mengganggu kehidupan masayarakat. Akibatnya, 
kehidupan masayarakat menjadi resah, perasaan tidak aman 
bahkan menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu perlunya 
perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, 
khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya, yang 
dimaksudkan dengan tindak pidana pencabulan pada Pasal 289 
yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan 
cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dimana perbuatan cabul 
ini adalah perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan 
nafsu berahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota 
kemaluan dan meraba-raba buah dada dan termasuk didalamnya 
“persetubuhan”. Membahas  tentang tindak pidana pencabulan 
sangat erat hubungannya dengan minuman keras karena 
terkadang seseorang yang sedang mabuk dan kebanyakan 
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minuman-minuman keras, sehingga tidak dapat lagi menguasai 
salah satu pancaindranya atau anggota badannya akibatnya tidak 
dapat mengontrol dirinya, maka dari itu sangat besar kemungkinan 
untuk melakukan kejahatan, termasuk melakukan tindak pidana 
pencabulan dilakukan dengan cara memaksa kepada korbannya, 
sehingga untuk mengikuti nafsu birahinya pelaku melakukan 
pemaksaan karena di bawah pengaruh minuman keras.  
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 
menulis judul skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh orang sedang 
mabuk (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, 
No. 15/Pid.B/2013/PN.JO).” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 
dikemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku Tindak 
Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Orang sedang mabuk 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, No. 
15/Pid.B/2013/PN.JO.? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Orang yang 
sedang mabuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, No. 
15/Pid.B/2013/PN.JO.? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah 
1. Untuk mengatahui penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku 
Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Orang sedang 
mabuk berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, No. 
15/Pid.B/2013/PN.JO. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Orang yang 
sedang mabuk dalam PutusanPengadilan Negeri Jeneponto, No. 
15/Pid.B/2013/PN.JO. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara akademis /Teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah yang menyangkut Tindak Pencabulan yang dilakukan oleh 
Orang yang sedang mabuk di Kabupaten Jeneponto. 
2. Secara praktis 
Dapat memberikan masukan pada Pemerintah dan penegak hukum 
di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan 
Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Orang yang 
sedang mabuk di Indonesia.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. 
Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan 
cermat. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang 
artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan 
sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara 
sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau 
yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tinjauan yuridis dapat 
diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data 
atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif 
terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-
undang. 
Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut 
Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum 
pidana materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap 
semua ketentuan dan peraturan yan menunjukkan tentang tindakan-
tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-
unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana 
yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
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B. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam bahasa belanda, tindak pidana disebut Straafbaar Feit 
atau kadang-kadang disebut sebagai Delict. Di dalam KUHP tidak 
memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan Straafbaar 
feit tersebut. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik 
dalam bahasa asing disebut Delict yang artinya suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).  
Diantara para pakar dibidang hukum, masih terdapat 
perbedaan mengenai Straafbaarfeit, antara lain : 
1. Moeljatno mengartikan straafbaarfeit sebagai berikut : 
Straafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia 
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.2 
2. Jonkers Straafbaarfeit adalah sebagai peristiwa pidana yang 
diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan”.3 
3. Simons mengartikan Straafbaarfeit adalah suatu tindakan yang 
telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang yang 
                                                             
2Adami chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72 
3
 Amir ilyas,2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang Ofseet,Yogyakarta, 
hlm. 20 
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dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum. 
4. Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan 
sudah mempunyai penilaian sosial (sosiologoche gelding) dan 
ternyata dalam Perundang-undangan pidana  di Indonesia 
telah istilah tindak pidana tersebut. Misalnya dalam Undang-
undang No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Karena itu untuk sementara sambil menunggu 
terbentuknya hukum pidana nasional, digunakan istilah pidana 
untuk mengganti istilah Sraafbaarfeit. 
Suatu perbuatan untuk dapat disebut sebagai perbuatan 
pidana maka perbuatan tersebut harus mempunyai unsur-unsur 
tindak pidana.  Pertanyaan tentang unsur-unsur tindak pidana yang 
harus disebut sebagai tindak pidana mempunyai arti penting dalam 
hukum acara pidana yaitu guna syarat penuntutan dan yang 
bersangkut paut dengan itu. Maka pengertian tindak pidana harus 
dianggap sebagai perbuatan sebagaimana yang harus dituduhkan 
dan dibuktikan. 
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C. Unsur-unsur tindak pidana 
1. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) 
Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik), artinya perbuatan 
tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-
undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak 
memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu 
Undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan 
yang bisa dikenai ancaman pidana. 
2. Ada Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian 
melawan hukum (Wederre chtelijk), yaitu 4 
1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
“bertentangan dengan hukum” bukan hanya terkait dengan hak 
orang lain (hukum subjektif) melainkan juga mencakup hukum 
Perdata atau hukum Administrasi Negara.  
2. Menurut Yoyon melawan hukum artinya “bertentangan dengan 
hak orang lain” (hukum subjektif). 
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 
Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya” tanpa 
wenang atau tanpa Hak”.  
 
                                                             
4Sofjan Sastrawidjaj, 1990, Hukum Piadana 1,CV Armoco. Bandung, hlm. 151 
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Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 4 
macam, yakni: 
1. Sifat melawan hukum umum ini diartikan sebagai syarat umum 
untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian 
perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur 
yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum 
dan dapat dicela. 
2. Sifat melawan hukum khusus ada kalanya kata “bersifat 
melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan 
delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk 
dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian 
tertulis dari rumusan delik dinamakan, sifat melawan hukum 
khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”. 
3. Sifat melawan hukum Formil (Formale Wederrechtelijk) 
Yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum 
adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, 
kecuali jika diadakan pengecualian-penegcualian yang telah 
ditentukan oleh Undang-undang. 
4. Sifat melawan hukum materil (Materiele Wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang (hukum yang tertulis) bersifat 
mealwan hukum, tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, 
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yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di 
masyarakat. 
3. Tidak Ada Alasan Pembenar 
1. Daya Paksa Absolut 
Daya paksa (overmacht) tercantum dalam Pasal 48 KUHP. 
Undang-undang hanya menyebut tentang tindak pidana 
seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan 
keadaan yang memaksa. 
2. Pembelaan Terpaksa Pasal 409 Ayat (1) KUHP. 
Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama 
usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai 
oleh Belanda ialah noodweer ’tidak terdapat dalam rumusan 
undang-undang. 
Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: 
“tidak diapandang barang siapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, 
kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang 
lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan 
yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” 
Menjalankan ketentuan Undang-Undang pasal 50 ayat (1) 
KUHP. 
Pasal 50 KUHP menyatakan (Terjemahan): 
barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana. 
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Menurut pompe: 
ketentuan undang-undang meliputi peraturan (verordening) 
dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut 
undang-undang. Jadi meliputi ketentuan yang berasal 
langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang 
lebih rendah yang mempunyai wewenag (bukan kewajiban) 
untuk membuat peraturan yang berdasar Undang-undang. 
Yang melakukan perbuatan  itu merupakan kewajibanny. 
 
Oleh karena itu Undang-undang itu menyatakan” dalam 
melaksanakan suatu ketentuan”. Menjalankan Perintah Jabatan 
yang sah Pasal 51 Ayat (1) KUHP: 
 
Pasal 51 Ayat (1)  KUHP menyatakan: 
Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak 
di pidana. 
 
Adapun Doktrin terkait  unsur-unsur tindak pidana yaitu: 
a. Unsur subyektif 
1. Kesengajaan atau kelalaian  
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksudkan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. 
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam pencurian, 
penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 
kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
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b. Unsur Obyektif 
1. Sifat melawan hukum. 
2. Kualitas dari para pelaku, seorang pegawai sipil melakukan 
kejahatan yang diatur menurut  Pasal 415 KUHP. 
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
D. Jenis-jenis Tindak Pidana 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan anatara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II  ada Pelanggaran (Overtredingen) dimuat 
dalam buku III. 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan anatara tindak pidana 
formil (Formeel Delicten) dan tindak pidan materiil (Materieel  
Delicten). 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (Doleus Delicten) dan tindak pidana tidak  dengan sengaja 
(Culpose Delicten). 
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak 
pidana omisi (Delicta Omissionis). 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 
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6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana Communia (Delicta Communia), yang dapat dilakukan 
hanya oleh siapa saja, dan tindak pidana Propria dapat dilakukan 
hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu. 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (Geone Delicten) dan 
tindak pidana aduan (Klacht Delicten). 
9. Berdasarkan berat ringannya tindak pidana bentuk pokok 
(Eenvoudige Delcten) tindak pidana yang diperberat 
(Gequalificeerde Delicten) dan tindak pidana yang diperingan 
(Gepriviligieerde Delicten). 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan 
tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 
pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain 
sebagainya. 
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11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (Enkelvoudge Delicten) 
dan tindak pidana berangkai (Samengestelde Delicten).5 
 
E. Tindak Pidana Pencabulan 
Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 
a. Pencabulan 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cabul adalah ( kata sifat) 
keji, kotor. Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji. 
Mr. J. M. vav Bemmelen terhadap arti kata “cabul” mengarahkan 
antara lain: 
“pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan 
yang jelas tentang penegrtian cabul dan perbuatan cabul dan sama 
sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah 
suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul 
atau tidak”. 
 
b. Perbuatan cabul 
Perbuatan cabul (Ontuchtige Handelengen) adalah segala 
macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri 
maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang 
berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang 
dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau 
menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, 
mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. 
                                                             
5
 Adam chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit  PT Raja Grafindo Persada. Hlm 35. 
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R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul 
yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) 
atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu 
birahi kelamin.6 
kejahatan pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan 
perkosaan bersetubuh (295) yang telah diterangkan perasamaan 
tersebut terletak pada unsur perbuatan materil kedua kejahatan, 
yaitu memaksa (Dwingen) dengan kekerasan dan ancaman 
kekerasan. 
 
c. Tindak Pidana Perbuatan Cabul Dalam Peraturan Perundang-
Undangan. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana 
perbuatan cabul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur 
dalam beberapa pasal yang termuat dalam buku II bab XIV tentang 
Kejahatan Terhadap Kesopanan yang antara lain ialah: 
1. Pasal 289 yang menentukan:  barang siapa dengan kekerasan 
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan 
pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan 
kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 
Sembilan tahun. 
                                                             
6 R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sertakomentar-
komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia. Hlm. 212 
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2. Pasal 290 yang menentukan : dengan hukuman penjara 
selama-lamanya tujuh tahun dihukum: 
3. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 
sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak 
berdaya. 
4. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa 
umur orang itu belum berumur 15 atau tidak nyata berapa 
umurnya, bahwa itu belum cukup umurnya buat dikawin. 
5. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang 
diketahuinya atau patut harus disangkakannya, bahwa umur 
orang itu belum cukup15 tahun atau kalau tidak nyata berapa 
umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan 
melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 
perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain 
dengan tiada kawin. 
6. Pasal 292 yang menentukan: orang dewasa yang melakukan 
perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis 
kelamin yang sama. Sedang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-
lamanya lima tahun. 
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7. Pasal 293 yang menentukan: 
Barang siapa dengan memperguanakan hadiah atau 
perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah 
mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada 
disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau 
dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa 
yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau 
patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan 
perbuatan cabul dengan dia atau  membiarkan dilakukan atau 
membiarkan perbuatan yang demikian pada dirinya dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun. Penuntutan hanya 
dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu. 
Tempo yang tesebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-
satu pengaduan ini ialah 9 (Sembilan) dan 12 (dua belas) 
bulan. 
8. Pasal 294 menentuakan: 
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya m 
dewasa, anak tiri, anak pungutnya, anak pelihraannya atau 
dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan 
padanya utuk ditanggung, dididik, atau dijaga, atau dengan 
bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
Dengan hukuman serupa dihukum: 
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a. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang 
dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. 
b. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (opzichter) atau 
bujang lama penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan 
untuk negeri (Landswerkinrichting), rumah pendidikan, 
rumah piatu, rumah sakit.  Rumah sakit ingatannya atau 
balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang 
yang ditempatkan disitu. 
9. Pasal 295 menentukan  
1. dihukum: 
a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, 
barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau 
memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh 
ananknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum 
dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang 
yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya 
dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau 
dibujangnya yang dibawah yang dibawah umur atau 
orang yang dibawahnya dengan orang lain. 
b. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, 
barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang 
tersebut diatas (a) menyebabkan atau memudahkan 
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perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh 
orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut 
disangkanya, bahwa ia belum dewasa. 
2.Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan 
sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman 
itu dapat ditambah sepertiganya. 
10. Pasal 296 menentukan:  
barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan 
cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu 
tahun empat bulan atau denda sebanyak–banyaknya Rp. 
15.000. 
d. Unsur-unsur pencabulan 
 Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada 
umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah 
sebagai berikut : 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang 
wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena 
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun.7 
 
 
 
                                                             
7Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata, Penghimpun 
Solahudin, Cet. 1, (Jakarta, Visimedia, 2008), Pasal 285 KUHP. 
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Jika diperhatikan dari bunyi Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur 
yang antara lain sebagai berikut: 
a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 
b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”yang artinya 
melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan 
dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya. 
c.  “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan 
dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya 
mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari 
seorang laki-laki. 
Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau 
juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam 
Pasal 289 yang selengkapnya berbunyi: 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang 
menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling 
lama Sembilan tahun. 
 
Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur 
berikut: 
a. Perbuatannya: memaksa; 
b. Caranya: dengan:  
1) kekerasan; 
2) ancaman kekerasan 
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c.  Objeknya: seorang untuk : 
1) melakukan; atau 
2) membiarkan dilakukan8 
Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur 
pencabulan ialah sebagai berikut : 
a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. 
b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan 
(Dolus). 
c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti 
dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan.  Memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain 
untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban). 
d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan 
cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk 
menyetubuhi korbannya. 
 
 
                                                             
8
Adami chazawi, 2005 tindak pidana mengenai kesopanan. PT. Raja Grafindo. Jakarta 
hlm 78 
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e. Jenis-jenis pencabulan 
Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi 
melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain 
sebagai berikut: 
a. Sadistic rape  
Pencabulan sadistic rape, artinya, pada tipe ini seksualitas dan 
agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku 
pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan 
melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang 
mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban. 
b. Angea rape 
Angea rape penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas 
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan 
geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-
akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang 
memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, 
kesulitan dan kekecewaan hidupnya 
c. Dononation rape 
Dononation rape suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku 
mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap 
korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku 
menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan 
seksual. 
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d. Seduktive rape  
Seduktive rape suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-
situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. 
Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal 
harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada 
umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh 
karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang 
menyangkut seks. 
e. Victim precipitatied rape  
Victim precipitatied rape Yakni pencabulan yang terjadi 
(berlangung) dengan menempatkan korban sebagai 
pencetusnya. 
f. Exploitation Rape  
Exploitation Rape Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada 
setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang 
diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang 
berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya 
secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli 
suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa 
majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan 
(mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.9 
 
                                                             
9
Wahid, op. cit., hal. 46. 
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F. Minuman Keras (Alkohol) 
a. Pengertian Minuman Keras (Alkohol) dan Mabuk 
Minuman keras (Alkohol) adalah minuman yang mengandung 
Alkohol dan dapat memabukkan sebagai zat pengalih suasana hati. 
Zat tersebut, merupakan sebuah depresan yang mengurangi 
aktivitas otak dan sistem saraf. Minuman beralkohol mengandung 
zat etanol dan mempunyai warna dan rasa yang berbeda-beda, 
tergantung bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatannya.10 
Mabuk adalah kebanyakan minum-minuman keras, sehingga 
tidak dapat menguasai lagi salah satu pancaindranya atau anggota 
badannya. 
b. Ciri-Ciri Mabuk 
1. Dari mulut keluar nafas yang berbau Alkohol (Minuman Keras) 
2. Jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap). 
3. Orang itu berbicara tidak karuan (kacau) 
c. Klasifikasi Minuman Keras (Alkohol) 
Alkohol dapat dibagi kedalam beberapa kelompok tergantung 
pada bagaimana posisi gugus -OH dalam rantai atom-atom 
karbonnya. Masing-masing kelompok alkohol ini juga memiliki 
beberapa perbedaan kimiawi. 
 
 
                                                             
10Anonim. 2011. pengertian alcohol.http://info-narkotika.go.id.Diakses diakses pada 
tanggal 19 November 2013 pukul 17:16 WITA 
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 Alkohol Primer 
Jika gugus fungsi hidroksi terikat pada atom karbon yang hanya 
mengikat satu atom karbon yang lain, maka senyawa tersebut 
dinamakan alkohol primer. Contoh yang paling sederhana 
adalah etanol. Metanol bukan alkohol primer karena atom 
karbon yang mengikat gugus -OH tidak mengikat karbon lain. 
 Alkohol sekunder 
Jika gugus fungsi hidroksi terikat pada atom karbon yang  
mengikat dua atom karbon yang lain, maka senyawa tersebut 
dinamakan alkohol sekunder. Contoh alkohol sekunder adalah 
2-propanol. 
 Alkohol tersier 
Jika gugus fungsi hidroksi terikat pada atom karbon yang 
mengikat tiga atom karbon yang lain, maka senyawa tersebut 
dinamakan alkoholtersier. Contoh senyawa alkohol tersier 
adalah 2-metil-2-propanol. 
 
d. Dampak Buruk Minuman Keras alkohol bagi Kesehatan. 
1. Pengaruh dalam Jangka Pendek 
Konsentrasi alkohol yang kita minum beredar dalam dalam 
darah, menimbulakan euphoria ringan dan simulasi terhadap 
pelaku lebih aktif seiring meningkatkan konsentrasi alkohol 
dalam darah. Kemudian, efek yang dapat dilihat dalam jangka 
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pendek adalah resiko mabuk atau teler sehingga menyebabkan 
penurunan kesadaran. 
2. Pengaruh dalam Jangka Panjang 
Meminum minuman keras alkohol dalam jangka panjang 
akan menyebabkan terserang berbagai penyakit, seperti 
kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, 
kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan, impotensi, 
resiko kanker payudara, kesulitan tidur, keusakan otak dengan 
perubahan kepribadian, dan sulit dalam mengingat dan 
berkonsentrasi. 
 
G. Pidana dan Pemidanaan 
a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat 
dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi 
terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada 
prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. 
Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi 
pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang 
lainnya. 
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Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan 
adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi 
terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan 
(rechtsdelict)  maupun pelanggaran (wetsdelict). Pidana dan 
pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah 
melanggar undang-undang hukum pidana. 
Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang 
memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang: 
1. Aturan umum hukum pidana. 
2. Adanya syarat-syarat tertentu. 
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan 
oleh alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim).11  
Pemidanaan adalah Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap 
penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum 
pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, 
sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagi penghukuman. 
 
 
 
 
                                                             
11
Adami chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2 
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b. Jenis-jenis Pemidanaan 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 
KUHP. Menurut KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, 
antara pidana pokok dengan pidana tambahan. 
Pidana pokok terdiri dari: 
a. Pidana mati, adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan 
oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk 
hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat 
perbuatannya. 
b. Pidana penjara, adalah untuk sepanjang hidup atau sementara 
waktu (pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman penjara untuk 
sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 15 
tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal 
lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 
20 tahun berturut-turut. 
c. Pidana kurungan, pidana ini seperti halnya dengan hukuman 
penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, terpidana selama 
menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut 
pasal 18 KUHP, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari 
sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. 
d. Pidana denda, adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar 
sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan 
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oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini disetor ke kas 
negara. 
 
Pidana tambahan terdiri dari: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu, adalah pencabutan segala hak 
yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga negara. 
b. Perampasan barang-barang tertentu, biasa disebut pidana 
kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana benda. Dalam 
pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas 
yaitu barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan 
dan barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan 
kejahatan. 
c. Pengumuman putusan hakim. Di dalam pasal 43 KUHP, 
ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya 
putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau 
aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 
c. Teori Tujuan Pemidanaan. 
Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
untuk menjelaskan secara lebih mendetail mengenai pemidanaan 
dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Ada berbagai macam 
pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu 
dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu: 
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a. Teori absolut, yaitu: 
Teori pembalasan yang merupakan alasan pembenar dari 
penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang yang 
melakukan tindak pidana. Bila seseorang melakukan kejahatan, 
ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, 
tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, 
ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak 
puas, dan terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan 
seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada 
masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau 
menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada 
pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal 
(sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu 
penderitaan pula.12 
b. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien). 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum 
dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. 
Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum 
ini ialah pidana yang ditunjukkan agar orang-orang (umum) 
menjadi takut untuk berbuat jahat. 
c. Teori gabungan (vernegins theorien). 
                                                             
12Ibid, hlm. 158 
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  Disamping teori absolut dan teori relative tentang 
pemidanaan, muncullah teori gabungan ini. 
Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat 
pendapat para ahli (hukum pidana); 
Pompe menyatakan: 
Orang tidak menutup mata pada pembalasan, memang 
pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi 
tetap ada cirri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya 
bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian 
terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya 
akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-
kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
13Op cit hlm 36 Andi Hamzah 
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BAB III 
METODE PENULISAN 
 
A. Lokasi penelitian. 
Penyusunan Skripsi akan didahului dengan suatu penelitian awal 
penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang 
menunjang masalah yang diteliti. selanjutnya dalam penelitian ini, 
penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jeneponto dan 
dibeberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, perpustakaan 
pusat Universitas Hasanuddin, beberapa toko buku di wilayah Kota 
Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
a. Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya 
mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui 
wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan 
dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari 
dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil 
35 
 
penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di 
bidang hukum yang mengikat, mengenai pasal 281-303 tentang 
Kejahatan Terhadap Kesopanan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto 
yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan 
masalah Tindak Pidana Pencabulan. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para 
ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan, 
dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum 
yang memberikan petunjuk atau penjelasan  terhadap bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum. 
 
 
36 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah 
yang dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus 
tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi). 
b. Studi Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri 
Jeneponto. 
D. Teknik Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, 
yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang 
dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana 
Pencabulan yang dilakukan oleh Orang sedang mabuk dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, No. 
15/Pid.B/2013/PN.JO. 
 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, 
bertempat dijalan poros Kampung Paitana Desa Paitana 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, atau setidak-tidaknya 
ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukankan perbuatan cabul, 
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Setelah terdakwa minum-minuman keras jenis tuak (Ballo) di 
Kebun milik temannya, kemudian terdakwa hendak pulang ke 
rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Viar warna Hitam 
dengan nomor Polisi DC. 6505 AE namun sebelum pulang, 
terdakwa terlebih dulu singgah di rumah keluarganya yang sedang 
melaksanakan acara pesta tetapi terdakwa hanya sebentar, setelah 
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itu terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan ditengah perjalanan 
terdakwa melihat saksi korban Yusriani Dwi Binti Arsyaddibonceng 
oleh temannya saksi Rusna Als. Unna Binti Sompu dengan 
menggunakan Sepeda Motor satu arah dengan terdakwa, oleh 
karena terdakwa melihat keadaan sangat sunyi dan cuaca gelap 
dengan hanya sedikit penerangan dari lampu Sepeda Motor 
terdakwa dan Saksi Korban sehingga Terdakwa mempercepat laju 
Sepeda Motornya menyerempet Sepeda Motor  saksi Rusna Als. 
Unna Binti Sompu yang berboncengan dengan Saksi Korban lalu 
untuk menghindari perlawanan dari Saksi Korban dengan sigap 
Terdakwa memegang kencang payudara sebelah kanan Saksi 
Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya, 
sehingga Saksi Korban berteriak dan Terdakwa langsung 
menancap gas Sepeda Motornya meninggalkan Sepeda Motor 
Saksi Rusna Als. Unna Binti Sompu yang berboncengan dengan 
Saksi Korban tetapi Saksi Korban yang merasa dilecehkan tidak 
menerima perlakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban 
menggantikan Saksi Rusna Als. Unna binti Sompu yang 
mengendarai Sepeda Motor dan mengejar Terdakwa namun tidak 
berhasil dikejar sehingga Saksi Korban melaporkan perbuatan 
Terdakwa kepihak yang berwajib untuk proses hukum yang lebih 
lanjut. 
 
39 
 
 
2. Dakwaan Jaksa 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam kasus 
ini adalah Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 289 KUHP : 
Terdakwa Yamin Bin Jane Dg. Ngega dipersidangan memberikan 
keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 
sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Kabupaten 
Jeneponto;  
perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencabulan terhadap 
korban. 
Bahwa pada awalnya terdakwa minum-minuman keras jenis 
Tuak (Ballo) dikebun milik Temannya, kemudian Terdakwa hendak 
hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor 
Viar warna Hitam dengan nomorn Polisi DC. 6505 AE namun 
sebelum pulang, Terdakwa terlebih dulu singgah di rumah 
keluarganya yang sedang melaksanakan acara pesta tetapi 
Terdakwa hanya sebentar, setelah itu terdakwa hendak pulang ke 
rumahnya dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat Korban 
Yusriani Dwi Faraswati Binti Arsyad dibonceng oleh temannya 
Saksi Rusna Als. Unna Binti Sompu dengan menggunakan Sepeda 
Motor satu arah dengan Terdakwa, oleh karena Terdakwa melihat 
keadaan sangat sunyi dan cuaca gelap dengan hanya sedikit 
penerangan dari lampu Sepeda Motor terdakwa dan Saksi Korban 
sehingga Terdakwa mempercepat laju Sepeda Motornya 
menyerempet Sepeda Motor  saksi Rusna Als. Unna Binti Sompu 
yang berboncengan dengan Saksi Korban lalu untuk menghindari 
perlawanan dari Saksi Korban dengan sigap Terdakwa memegang 
kencang payudara sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali 
dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga Saksi Korban 
berteriak dan Terdakwa langsung menancap gas Sepeda Motornya 
meninggalkan Sepeda Motor Saksi Rusna Als. Unna Binti Sompu 
yang berboncengan dengan Saksi Korban tetapi Saksi Korban 
yang merasa dilecehkan tidak menerima perlakuan Terdakwa 
tersebut sehingga Saksi Korban menggantikan Saksi Rusna Als. 
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Unna binti Sompu yang mengendarai Sepeda Motor dan mengejar 
Terdakwa namun tidak berhasil dikejar sehingga Saksi Korban 
melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak yang berwajib untuk 
proses hukum yang lebih lanjut; 
- Bahwa Terdakwa melakukannya setelah minum-minuman keras 
jenis Tuak (Ballo). 
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yamin Bin Jane Dg. Ngega 
maka Yusriani Dwi Faraswati Binti Arsyad menjadi malu dan 
mengalami depresi sehingga Korban selalu ingin bunuh diri dan 
sering pingsan selama seminggu tetapi saksi dan isteri saksi 
selalu menasehati dan menghibur Korban sehingga korban bisa 
kembali beraktifitas seperti semula; 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pemeriksaan Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum  diatas Korban mengalami depresi dan Trauma akibat 
Terdakwa memegang kencang payudara sebelah kanan Saksi 
Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya. 
Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana Pasal 289 KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa 
Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
tanggal 17 Januari 2013, Nomor : B- 63/ R.4.23/ Epp.2/ 01/2013; 
yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Yamin Bin 
Jane Dg. Ngega terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
Tindak Pidana Pencabulan yang dilkukan setelah minum-minuman 
keras jenis Tuak (Ballo), sebagaimana yang diatur dalam dakwaan 
tunggal, sehingga pada akhir tuntutan pidananya menuntut agar 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Meyatakan Terdakwa Yamin Bin Jane Dg. Ngega, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 
Pencabulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP 
pada dakwaan Tunggal; 
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yamin Bin Jane Dg. 
Ngega berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan 
dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam 
tahanan; 
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3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 
4. Barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Viar Hitam dengan nomor 
Polisi DC 6505 AE; 
 1 (satu) Lembar baju kaos warna merah lengan pendek 
berkera yang di depan baju terdapat lambang Manchester 
United pada sebelah kiri, sebelah kanan terdapat gambar 
singa, pada lengan baju sebelah kanan tertulis angka 10 
sedangkan pada bagian belakang baju terdapat tulisan 
Manchester United yang didalam tulisannya terdapat 
lamabang Manchester United dikembalikan kepada Terdakwa. 
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) 
 
 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa  Yamin Bin Jane Dg. Ngega  telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan 
Tindak Pidana “PENCABULAN” 
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan 
Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Viar Hitam dengan nomor 
Polisi DC 6505 AE; 
 1 (satu) Lembar baju kaos warna merah lengan pendek 
berkera yang di depan baju terdapat lambang Manchester 
United pada sebelah kiri, sebelah kanan terdapat gambar 
singa, pada lengan baju sebelah kanan tertulis angka 10 
sedangkan pada bagian belakang baju terdapat tulisan 
Manchester United yang didalam tulisannya terdapat 
lamabang Manchester United 
Dikembalikan kepada Terdakwa; 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (dua ribu) Rupiah; 
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majeis 
Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari : Selasa, tanggal 26 
Februari 2013 oleh : Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim 
Ketua Majelis dan I G. N. A Aryanta E. W., S.H., dan Hj. Nur Afifah, 
S.H., masing-masimh sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari 
itu juga oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh 
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Gunawan, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri 
Jeneponto, dihadiri pula oleh Rachmat, S.H., penuntut umum pada 
Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan terdakwa; 
 
5. Analisis Penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa 
terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan 
oleh Orang yang sedang Mabuk dalam Pasal 289 KUHP, maka 
unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan ini harus terpenuhi 
seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan yang 
dilakukan oleh Orang yang sedang Mabuk atau Pasal 289 KUHP 
sebagai berikut: 
(a) Barang Siapa 
(b) Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang untuk melakukan dan membiarkan dilakukan 
perbutan cabul 
Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji Unsur-unsur 
tersebut: 
(a) Barang siapa 
Barang siapa disini diartikan sebagai Subjek Hukum baik 
orang perseorangan (naturalijkepersoon) maupun Korporasi/ 
Badan Hukum (rechtpersoon) yang memiliki kemampuan 
bertangggung jawab yang didasarkan kepada keadaan dan 
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kemampuan jiwanya, (Geetelijk vermogens), dalam doktrin Hukum 
Pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. 
Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan 
terungkap bahwa Yamin Bin Jane Dg. Ngega adalah Subjek 
Hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya 
menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab 
(toerekeningsvatbaar), oleh karenanya mengenai unsur barang 
siapa ini telah terpenuhi. 
(b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul. 
Unsur ini terdapat 2 unsur yaitu “ Memaksa”. 
Memaksa maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan 
bertentangan dengan kehendak seseorang, sedangkan  
ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap 
orang yang dapat atau berpptensi untuk menimbulkan adanya luka, 
rasa sakit atau cedera atau ketakutan. 
Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam 
lingkungan nafsu birahi kelamin, atau adanya kehendak yang nyata 
dari terdakwa untuk menghendaki persetubuhan, misalnya cium-
ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, mera-raba buah dada. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka unsur  “Dengan Kekerasan 
atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan 
atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi; 
Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan, semua unsur yang 
didakwakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka 
terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. 
Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada 
terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan. 
Dari segi Pertanggungjawaban Pidana, keadaan Terdakwa tidak 
terdapat adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun 
pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan yang bersifat 
melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga 
Pertanggungjawaban Pidana menjadi beban terdakwa, dan oleh 
karena itu terdakwa harus dihukum. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 15/PID.B/2013/PN.JO. 
1. Pertimbangan Hakim. 
Pertimbangan Hakim pada pokoknya dengan kesimpulan sebagai 
berikut: 
- Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang didakwa adalah 
orang yaitu Yamin Bin Jane Dg. Ngega. Maka untuk 
menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error in 
Persona), maka Identitas Terdakwa telah diuraikan secara 
lengkap, cermat dan jelas, dalam surat dakwaan, dimana 
Identitas dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah 
diakui oleh terdakwa sebagai Identitas diri Terdakwa. Sehingga 
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berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi. 
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah 
dipertimbangkan diatas, maka unsur “Dengan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan 
atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul” telah 
terpenuhi; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur 
tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 
Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan 
terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 
sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di pinggir jalan poros 
Kampung Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto, sehabis  Terdakwa minum-minuman keras jenis 
Tuak (Ballo) di Kebun milik temannya, kemudian Terdakwa 
hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda 
motor Viar warna Hitam dengan nomor Polisi DC.6505 AE 
namun sebelum pulang, terdakwa terlebih dulu singgah di 
rumah keluarganya yang sedang melaksanakan acara pesta 
tetapi terdakwa hanya sebentar, setelah itu terdakwa hendak 
pulang ke rumahnya dan ditengah perjalanan terdakwa melihat 
korban Yusrianai Dwi Faraswati Binti Arsyad dengan 
menggunakan motor satu arah dengan Terdakwa tetapi tiba-tiba 
sepeda motor saksi Rusna yang berboncengan dengan korban 
ingin berhenti sehingga sepeda motor tersebut keluar keluar dari 
bahu jalan sebelah kiri, oleh karena Terdakwa melihat keadaan 
sangat sunyi dan cuaca gelap dan hanya sedikit penerangan 
dari lampu sepeda motor Terdakwa dan saksi Korban sehingga 
Terdakwa mempercepat laju Sepeda Motornya mendekati 
sepeda motor saksi Rusna Als. Unna Binti Sompu yang 
berboncengan dengan Korban lalu untuk menghindari 
perlawanan dari saksi Korban dengan sigap Terdakwa 
memegang keras payudara sebelah kanan korban sebanyak 
satu kali dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga Korban 
berteriak dan Terdakwa langsung menancap gas sepeda 
motornya meninggalkan sepeda motor saksi Rusna Als. Unna 
Binti Sompu tetapi saat didepan kantor Camat Turatea, 
Terdakwa berhasil dikejar oleh korban menggunakan sepeda 
motor lalu korban menabrak sepeda motor Terdakwa sehingga 
sepeda motor Terdakwa berhasil melarikan diri. 
- Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dan akibat dari 
Perbuatan Cabul dari Korban, yaitu Yusriani Dwi Faraswati Binti 
Arsyad, menjadi malu dan depresi sehingga sering pingsan 
selama seminggu bahkan sempat akan melakukan perbuatan 
bunuh diri karena saksi korban mengalami depresi. 
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- Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan jika 
terdakwa berbuat secara tiba-tiba meremas keras payudara 
korban menggunakan tangan kiri lalu langsung menancap gas 
sepeda motornya meninggalkan Korban untuk menghindari 
perlawanan dari Korban dan perbuatan Terdakwa tersebut 
bertentengan dengan kehendak Korban, ditambah lagi 
keterangan saksi Muh. Arief Bin H. Abd. Kadir dan saksi Dra 
Rahayu Binti Rahmat yang menerangkan jika Terdakwa pernah 
dihukum dengan kasus yang sama yakni mencabuli seorang 
perempuan di Kecamatan Tamalatea yang sedang jatuh dari 
sepeda motor dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. 
- Menimbang, bahwa antar saksi Korban dengan Terdakwa sama 
sekali tidak ada hubungan ikatan perkawinan yang sah, 
sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan 
dengan norma-norma kesusilaan dan merupakan perbuatan siri 
dan keji. 
- Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebgaimana 
dalam Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa 
Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah semata-
mata bersifat pembalasan/balas dendam (vindikatif), melainkan 
bersifat mendidik (edukatif) agar Terdakwa dapat memperbaiki 
diri sehingga dapat beriteraksi kembali secara positif dalam 
sosial kemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan Pidana dilakukan berdasarkan rasa keadilan, 
kemanfaatan serta kepastian sebagaiman ditentuakan dalam 
amar putusan perkara ini; 
- Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 
dalam amar putusan ini kiranya dipandang tepat dan adil sesuai 
dengan kadar kesalahan Terdakwa; 
- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini 
Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, 
maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup 
beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; 
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis 
Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu: 
 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada Korban; 
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi Korban; 
- Terdakwa pernah dihukum; 
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Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa sopan dipersidangan; 
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali 
perbuatannya; 
 
2. Analisis/Komentar Penulis 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan 
Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan 
keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-
mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan 
kepentingan Individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan 
memuat hukum sering diartikan dengan kemenangan dan 
kesalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk 
memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat 
abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh 
karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum tetapi juga 
memenuhi rasa keadilan. 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 
(Vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi Pidana 
(Pemidanaan) dan didalam putusan out Hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya. 
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Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan Yuridisnya tetapi terdapat juga 
pertimbangan sosiologisnya. Yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya Pencabulan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan 
dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat bukti yang 
sah serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan 
yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai 
sumber dari segala hukum. 
Pertimbangan hukum Hakim terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan yang dilakukan oleh orang yang sedang Mabuk pada 
putusan No: 15/Pid.B/2013/PN.JO berdasarkan beberapa 
pertimbangan Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan 
berpedoman pada surat Dakwaan. Setelah Hakim membaca surat 
Dakwaan, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena 
Hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya Terdakwa 
melakukan Tindak Pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan 
pertimbangan Yuridis artinya Pertimbangan Pengadilan Negeri 
yang didasarkan kepada fakta tersebut tergolong atau 
dikualifikasikan sebagai fakta yuridis sebagaimana telah 
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya 
pertimbangan yang terdapat dalam putusan No. 
15/Pid.B/2013/PN.JO. 
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Lilik Mulayadi menyatakan bahwa: 
“Pertimbangan Yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur 
dari suatu Tindak Pidana apakah perbuatan Terdakwa 
tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan Tindak Pidana 
yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum” 
   
Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi 
Pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan Yuridis yang terdiri 
dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan  Terdakwa, keterangan 
saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum Pidana, dan 
pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan 
Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Terdakwa, serta 
kondis ekonomi Terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini 
apakah Terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak 
sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur Tindak Pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
Dalam menjatuhkan putusan yang akan dijatuhkan kepada 
Terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data 
yang diperoleh selama persidangan dalam hal ini bukti-bukti, 
keterangan saksi, pembelaan Terdakwa dapat didasari oleh rasa 
tanggungjawab keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. 
Putusan Hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua 
pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan Hakim 
harus mempertimbangkan aspek keadilan dari: 
 
50 
 
- Dari sisi pelaku kejahatan 
- Sisi korban kejahatan (dampak kejahatan bagi korban). 
- Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya. 
Sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih 
dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa 
sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa 
keadilan. 
Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Pidana penjara 
kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan Pidana denda 
sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah). Hal yang menjadi 
pertimbagan Hakim dalam memutuskan perkara sesuai tuntutan 
Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan 
terbukti secara sah Tedakwa melanggar Pasal 289 KUHP tentang 
Tindak Pidana Pencabulan. Serta Hakim mempertimbangkan 
bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata 
bersifat pembalasan/balas dendam (vindikatif), melainkan bersifat 
mendidik (edukatif) agar Terdakwa dapat memperbaiki diri 
sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam social 
kemasyarakatan. 
Dalam perkara Pidana ini, Terdakwa diajukan persidangan 
Majelis Hakim telah memeriksa meneliti dan mempertimbangkan 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan Hakim 
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didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi 
dan keterangan Terdakwa ditambah dengan keyakinan Hakim serta 
didasarkan juga alasan-alasan yang memberatkan dan 
meringankan Terdakwa. 
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berpendapat 
bahwa pada perkara No: 15/Pid.B/2013/PN.JO telah mengandung 
unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 289 KUHP tentang Tindak Pidana 
Pencabulan telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Maka 
Terdakwa harus dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya. Ini 
dapat dilihat dari surat berkas perkara Terdakwa, keterangan saksi-
saksi dan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum persidangan dan 
perbuatan pelaku telah mencocoki rumusan delik. 
Penulis juga berpendapat tentang pertimbangan hukum oleh 
hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan pada perkara No: 
15/Pid.B/2013/PN.JO belum sesuai jika dilahat dari hal-hal yang 
memberatkan terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa hanya 
dijatuhi pidana penjara selama  1(satu) tahun dengan biaya denda 
sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)  sedangkan akibat 
perbuatan Terdakwa terhadap Korban menjadi malu dan depresi 
serta trauma sehingga menimbulkan keresahan bagi Korban, 
Keluarga dan masyarakat sekitarnya, harusnya Terdakwa dihukum 
lebih berat karena perbuatannya selain tidak beretika dan bermoral 
terdakwa juga sudah merusak kesopanan, kesusilaan dalam 
52 
 
beragama dan melecehkan kaum wanita, yang kemudian 
dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim 
memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai 
dasar hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Dengan 
pemberian hukuman penjara oleh Hakim, menurut penulis belum 
tepat, karena ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang 
sebelumnya pernah dihukum karena karena melakukan perbuatan 
yang sama di Kecamatan lain (Recidive), Maka dari itu diharapkan 
dan dimungkinkan untuk hakim mepertimbangkan lagi Pidana yang 
dijatuhkan kepada Terdakwa agar tidak  mengulangi perbuatannya 
di kemudian hari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berkesimpulan 
bahwa: 
1. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan pada 
persidangan, Terdakwa Yamin bin Jane Dg. Ngega didepan 
persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 
dilakukan oleh Terdakwa dan terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana Pencabulan, sebagaimana yang diatur dalam KUHP tentang 
Kejahatan Terhadap Kesopanan Pasal 289 yang menentukan 
bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum 
karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-
lamanya Sembilan tahun, namun dalam putusan Hakim hanya 
menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) 
Tahun dan denda Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah). 
2. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim 
terhadap terdakwa Yamin bin Jane Dg. Ngega dengan alasan 
bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban menjadi malu, depresi, 
trauma dan pingsan selama satu minggu dan Korban juga selalu 
ingin bunuh diri, apa lagi Terdakwa pernah dihukum dengan 
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perbuatan yang sama di kecamatan lain (Recidive) harusnya 
terdakwa dihukum berat karena perbuatannya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar 
bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan. Selain 
itu juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum 
dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga 
hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana 
perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.  
2. Majelis hakim dalam memutus sesuatu harus lebih 
mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dan unsur-unsur 
delik, juga Majelis Hakim turut mempertimbangkan berat 
ringannya Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa agar sanksi 
pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan dengan mengacu pada keadaan-keadaan pribadi 
Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana, sehingga 
menimbulkan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan Pidana. 
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